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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG TATA

Menimbang

Mengingat

a.

CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang
mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur, struktur organisasi
dan tata kerja perangkat daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82, Pasal 83, Pasal 85,
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan
Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor
1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2), dipandang perlu untuk menetapkan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah sebagai pedoman dan landasan hukum
dalam pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu merubah Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 66);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retrebusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

8. Peraturan Pemerintan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119);

10. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang Pajak daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013 Nomor 14);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2016 Nomor 6)

12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 89 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

Pasal |

Beberapa kententuan dan lampiran dalam peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang
tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 30
Tahun 2014) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab | Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah PemerintahDaerah Kabupaten Lombok Tengah;

3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;

4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah;

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan
pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
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Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan
subyek pajak, penetuan besarnya pajak atau retrebusi yang terhutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran
pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan pereturan perundangan-undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat
yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan Perdesaan
dan Perkotaan yang terhutang kepada Waijib Pajak.

Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran
atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang
kepada Wajib Pajak.

Surat Terima Sementara yang selanjutnya disingkat (STS) adalah bukti pembayaran
atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang
kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang diterbitkan BKP PBB-P2 dan Pelayanan Satu Pintu
(PST).

Surat Tanda Pembayaran Tunggakan yang selanjutnya disingkat (STPT) adalah bukti
pembayaran atau penyetoran tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak PBB-P2.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat (SSPD) adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakuan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakuan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk Bupati.

Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat (TBP) adalah bukti pembayaran
atau penyetoran pajak yang diterbitkan oleh juru pungut.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD) adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat (SKPDKB)
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, sanksi besarnya sanksi administrative dan
jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat keputusan yang menunjukkan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terhutang atau tidak
seharusnya terhutang.

Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit hutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat (STPD) adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
PT. Perusahaan Listrik Negara selanjutnya disingkat PT.PLN adalah PT PLN (Persero)
Wilayah NTB area Mataram.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Waijib Pajak yang membayar pajak terutang dengan SKPD wajib menyampaikan data obyek
pajak terhutang secara jujur, lengkap dan jelas.

i



2)
)
(4)
®)

(6)

(7)

(1
(2)
(&)
(4)

®)
(6)

(1)
)
(3)

4)

©)
(6)

(1)
)

SKPD diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang ditandatangani Pejabat
Badan Pengelolaan Pendapatan dan Wajib Pajak.

Berdasarkan SKPD, Wajib Pajak melunasi pajak terhutang dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak Daerah (SSPD)

Pelunasan melalui Juru Pungut sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib Pajak menerima Tanda
Bukti Pembayaran (TBP) dari juru pungut

Juru Pungut sebagaimana dimaksud (4) penyetoran pembayaran pelunasan kepada Bendahara
Penerima Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan membuatkan SSPD dan salinannya
disampaikan kepada wajib pajak.

Pelunasan melalui Bank yang ditunjuk sebagai Kas Daerah sebagai mana dimaksud ayat (3)
Bank wajib menyampaikan bukti setor wajib pajak kepada Bendahara Penerima Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuatkan SSPD dan salinannya
disampaikan kepada Wajib Pajak.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) diubah sehingga keseluruhan pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Waijib Pajak yang membayar pajak terhutang dengan SPTPD wajib mengisi perhitungan pajak
terhutang dengan jujur, lengkap dan jelas.

SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib pajak melunasi pajak terhutang
dengan menggunakan surat setoran Pajak daerah (SSPD)

Pelaunasan melalui juru pungut sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf e, Wajib Pajak
menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dari juru pungut dan juru pungut membuatkan SSPD
sebagai dokumen pembayaran pelunasabn kepada bendahara penerimaan dan SSPD
disampaikan kepada Wajib pajak.

Pelunasan melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf c,
wajib pajak menerima SSPD.

Pelunasan melalui Bank sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a, bank wajib
menyampaikan bukti setor, wajib pajak kepada Bendahara Penerimaan dan dibuatkan SSPD dan
disampaikan kepada waijib pajak.

Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) diubah sehingga keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 7

Dokumen SSPI pada BPHTB berfungsi sebagai SPTPD

Wajib Pajak mengisi SSPD BPHTB perhitungan dengan jujur, lengkap dan jelas.

Pelunasan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui
klarifikasi SSPD PBHTB oleh tim yang ditunjuk Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Klrasifikasi SSPD BPHTB sebagaimana tercantum pada ayat (3) dituangkan dalam keputusan
Klarifikasi yang disepakati wajib pajak dan tim klarifikasi.

Dokumen SKPD BPHTB berfungsi sebagai keputusan klarifikasi

Pelunasan SSPD BPHTB hanya dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf ¢

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Wajib pajak PBB-P2 melunasi pajak terhutang berdasarkan SPPT atau SKPD
Pelunasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui :

a. Bank Penampungan PBB-P2

b. Bendahara Khusus Penerima (BKP) PBB-P2
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c. Sedahan

d. Kasir PST

Pelunasan melalui Bank Penampungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, maka
bank wajib menyampaikan bukti setor kepada Bidang PBB-P2 dan BPHTB Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah paling lambat satu minggu setelah penerimaan.

Nama Waijib Pajak yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada sedahan wilayah kerja wajib pajak untuk dicatat oleh sedahan
danmenyerahkan STTS kepada Bidang PBB-P2 dan BPHTB untuk selanjutnya dikirimkan
kepada wajib pajak.

Pelunasan melalui Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, maka waijib pajak menerima Tanda Terima Sementara (TTS)

Tanda Terima Sementara (TTS) PBB-P2 sebagaiman dimaksud ayat (5) ditukarkan dengan
STTS dan diberikan kepada wajib pajak.

Pelunasan melalui sedahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, maka wajib pajak
menerima bukti pembayaran Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

Pelunasan melalui kasir PST sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, maka wajib pajak
menerima bukti pembayaran salinan Surat Tanda Terima Sementara (STTS)

Pelunasan sebagaimana dimaksud ayat (8) disampaikan oleh kasir PST kepada Sedahan untuk
menyerahkan STTS kepada Kasir PST sebagai arsip telah dibuatkan salinan.

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 9

Pembayaran PBB-P2 yang diterima sedahan disetorkan ke Bendahara Khusus Penerima (BKP)
paling lambat 1x24 jam dengan melampirkan DPH dan menyertakan potongan STTS.

BKP PBB-P2 berdasarkan rekapitulasi penerimaan harian penerimaan kepada pembantu
Bendahara Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dalam jangka
waktu paling lambat 1x24 jam dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) PBB-P2
dilampirkan dengan potongan STTS untuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pembantu Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana
dimaksud ayat (2) menyetorkan penerimaan dari BKP PBB-P2 paling lambat 1x24 jam dengan
menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) PBB-P2 ke rekening Bank Penampungan PBB-P2.

Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah sehingga keseluruhan pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Wajib Pajak diberikan keringanan untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak terutang

berdasarkan permohonan wajib pajak.

Mengansur atau menunda pembayaran pajak terhutang sebagaimana ayat (1) dikenakan bunga

sebesar 2% (dua persen) perbulan.

Persetuajuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak terhutang meliputi :

a. Obyek pajak yang hasilnya sangat terbatas dan wajib pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah.

b. Obyek pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak badan yang hasiinya masih terbatas.

Persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak terhutang sebagaimana dimaksud

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan pasal 12 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 12

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang Pajak Daerah, Kepala Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah menerbitkan :



a. SKPDKB berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang dalam
SKPD atau SPTPD tidak atau kurang bayar.
b. SKPDKBT jika berdasarkan data baru SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
menyebabkan penambahan pajak terutang.
c. SKPDLB jika terdapat kelebihan pembayaran pajak teutang oleh wajib pajak.
(2) SKPDLB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, didasarkan atas pengajuan permohonan
pengembalian dari wajib pajak.
(3) Pembayaran atas SKPDLB sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui belanja tak terduga di APBD
Tahun berjalan

9. Format SPTPD, SKPD, SSPD, SPKPD-BPHTB, SSPD-BPHTB, Tanda Bukti Pembayaran,STPD,
SKPDLB dan SKPDKB diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal Il

Peraturan Bupati Lombok Tengah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di : Praya
padatanggal : 28 Jeserder doif

Diundagkan di Praya
Pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMOK TENGAH TAHUN 2018 NOMOR
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BADAN PENGELOLAAN PEN DAPATAN D AERAH BEA PEROLANHAN HAK ATAS TANARN BDAN BANGUNAN

noies, (SPKPD-BPHTB) -

PRAYA KODE POS 83511

NG SERL

A DATA WAJIB PAIAK
NAMA W UIB PAJAK .

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAM (WPW/PD| H

ALAMAT WAJIB PAJAK : RT/RW :
¢
KECAMATAN KELURAHAN/DESA -
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(x) PEROLEHAN
A. PEMINDAMAN HAK B. HAK ATAS TANAH

JUAL BEL WARIS JRAK MLk
et
TUKAR MENUKAR . PEMASUKAN DALAM PERSEROAN ATAU BADAN HUKUM FAK GUNA LIAHA
e v
HUBAH PEMISAHAN HAK YANG MENGAKIBATKAN PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN
S -
|HIBAH WASIAT PENUNJUKAN PEMBELI DALAM LELANG HAK PAKAL
W
{PENGGABUNGAN USAHA APELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM YANG MEAMPUNYAI HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN
PELEBURAN USAHA KEKUATAN HUKUM TETAP {HAK PENGELOLAAN
g i
PEMEKARAN USAHA HADIAH
——
NOMOR DBYEK PAJAK [NCP) PBB
LETAK TANAH DAN ATAU BANGUNAN RT/RW
KELURAH/DESA KECAMATAN

C PENGHITUNGAN NJOP PBB PERGLEHAN HAK

Lwas NIOP BERDASARKAN SFPT P33
NO URAIAN (DHI5| LUAS YANG LUJAS X NJOP SPPT-PBB
DIPERDLEH HAKNYA) (Dlist BERDASARKAN-SPPT-PBB).
1 |TanaH 7} ) 9 A L 32
2 |BANGUNAN 8 10 N 43
1 woeres 3
4 o=
HARGA TRANSAKSI /NILAI PASAR
NOMOR SERTIFIKAT
D KLARIFIKASI PENGHITUNGAN BPHTB VERUTANG
1{NILAl PEROLEHAN OBYEK PAJAK (NPOF} RP
2|NILAI PEROLEHAN OBYEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK [NPOFT@ RP
3 N'lU\.LPEROLEHAN O_BYEK PAJAK Y__Aﬁ(:‘ KENA PAJAX INPQPKP) RP|
4{BPHTB TERHUTANG {HPOPKP X £ %) &P
DENGAN HURLIF 8PHTE TERHUTANG
TANGGAL v v 2@ o

TELAK DITELITI/DIVERIFIKAS! NAMA WallB PAIAK

NAMA LENGRAP NAMA LENGKAP/TANDA TANGAN

AILI FT.




No. SERi :

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 1
(SSPD-BPHTB) -
BERFUNGSI SERBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Untuk Wajib Pajak
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN LOMBOK TENGAH
| PERHATIAN : Bacaiah petuniuk pengisisan pada halaman belakang lembar initarebin dahui
A 1.Nama Wajb Pajak: HEEEEREN
" Z.NPWP .
3, Alamat Wajlb Pajak ,
i KehrahanDesa: 5. RURW ; 6, Kocamatan :
7. Kabupaten/Kofa : . . ‘ 8, Kode Pos :
e thmonmkpmskeiopes: [ 1 ] (11 (111 1T T T 111 O
" 2.Letak tanah dan atau bangunan :
" 3.KeluahanDesa : 4 RIRW :
5.Kecamalsn: - 8. Ksbupatonitota ;
Penghitmgan NJOP PBB :
' UYralan {Disf jran ;g yang muﬂ#ﬂ%m Lussx NJOPPBB/m2
: e i i k. o o)
Tanah (bumi) 7 Mz{8 |Rp. i Rp. Fraga’
Bangunan 8 m2| 10 Rp. 12| Rp. Taasronga 0]
_ e - noerss B[R _EwEmm
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau banguren:[_ 1| 14, HorgaTwranseksiNigi paser [ Rp. ]
16. Nomor Sertifikat ;
C. PENGHITUNGAN BPHTB { Hanya dis berdasavian pengiingan Wb Paigk)
1 Ntal Perolshan Oblek Pajak (NPOP) Memparhatican nlll pada B. 13 dan B, 14 iy R
zmmmwmmmm 2 Rp
ammmmmmms myat-mg2| 3| Rp.
4.Bea Perolehan Hak stas Tansh dan Bangunan yang terhutang : s%xagez |41 Rp
D.. jumiah Setoran berdesarken
: _D'& Penghitungan Wajib Pajek
: D b. STPD BPHTB/ SKPDB KURANG BAYAR | SKPDB
; J WWARTMAN') " Nomor: Tanggal:
D' Q_Wdﬂmmw:m % berdasarkan Peraiuran KDH No : -
4
. lmm.m*msn{ssrm(mm) (dengan huru) :
Ro.
ibardsarion perhungan C4 den pifhen dD)
gl DITERIMA OLEH : Telah Diverifikasi: -
WAJIB PAJAK | PENYETOR TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Tanggal :.. KAR. LOMBOK TENGAH
. ';-n.-i.nﬁmmm Name lengkap, siopel, dan i targan Ty mr—
smats K Vst [T 1T T T T T (T T T T




TANDA BUKTI PEMBAYARAN 002191
NOMOR BUKTI... o No. Seri:

8) Bendahara Penarimaan/Bandahara Penerimaan Pembantu’
‘Telsh menerima tiang sebasar Rp,
b)- Dengan hurup

¢} Dan Nama :
Alamat

d) sebagai Pembayaran

Kode Rekening Uratan / Nama Obyek J-‘(‘:':“
<)

Jumiah

8) Tanggal diterima Uang :

Mengatahui, ? PembayarPenystor

mm um:kPenmauﬂmelm‘Hhukhugi
Bendahara Penarima/Bendshara Pe

sduru Pungut

mmuﬁmﬂnmmumﬂdﬂnmm
h) Telah menerima uang dilsi dengan jumiah uang yang diterima dari pihak ketigs dilsi dalam rupiah dan keta-kata
¢} - Namadan slemat dilsl dengan nama mmmwywmmpam
d) - Ssbagal pembayaren dilsi dengan uraien peruntukan pembayaran yang diterima dari pihak ketiga;
8)  Koda rekening diial dengan kods da uraian nama rekening atas pembayaran yang ditsrima dar] pihak ketigs;
] WMmgdﬁsidmwmmmpmm

° a @ @

BB P S




BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH | rosmm
: 7L Basaki Rabenat Na, 4. _
Telp. (0370) 654004 - 654088 ) : .
PRAVA KODE POS 83511 : (STPD)
HAMAWATIE PAJAK
NOMOR POKOK WANR PAIAK DAERAH (NPWPD
ALAMAT
NAMA PERUSAHAAN / BIDANG USAHA
BERDASARKAN HASIL PENELITIAN :
1. SKPD TANGGAL DAN ROMOR
2. BSPD TANGGAL DAN NOMOR
‘ TERDAPAT PAJAK TERUTANG KURANG BAYAR DENDA/ANGSURAN UNTUK :
G TER B A TERUTANG ¢ [[Jenacrora’ [ ] pasncpenerancan sacan
D PAJAK RESTORAN D PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Dmsmmm-wm I:]BEAPERMPHKHBTM DAN BANGUNAN

Dmam D PAJAK AIR TAMAH

NO. KODE REKENING URAIAN PAJAK TERUTANG JUMLAH { Rp.)
JUMLAH PAJAK TERUTANG Rp.
JUMLAH SNKS1 1.BUNGA Rp.
2.LAINNYA Rp.
JUMLAH KESELURUHAN Rp.
DENGAN HURUF :
1. HARAP m DHAKUKAN PADA BANK NTB v 20
" ATAL! BENDAHARA PENERIMA/JURL PUNGUT An. KEPALA BADAN PEN_rr;ELuLAAN m«nmm DAEEAH
NE. .ﬁ_,___,..._. ; s
POTONG DiSINl
TANDA TERIMA
4 TANDA TERIMA, : YANG MENERIMA
DARLR, H




PEMERIHTAH MABUPATEN LOMBOK YENGAN SUBAT KETETAPAN

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

' ? Jin, Bosuki Rahmat no. 04
21, Tolp (0370) 654004654088

MR aYAl

(SKPB-LB)

PAJAK DAERAIL NO SERI,

. PRAYA KODE POS 83511

NAMA WAID PAJAK

NOMOR POKOK WAJIB PAIAK DAERAH {NPWPD}

.e

ALAMAT

e

NAMA PERUSAHAAAN/BIDANG USAHA
BERDASARKAN HASIL PENGRITUNGAN PAJAK

HASIL PEMERIKSAAN NOMOR :

‘ENIS KETETAPAN PAJAK TERUTANG LEBIH BAYAR '.DPNAK- HOTEL

(X) YANG TERUTANG
Dmn.x RESTORAN

Dmumc HIBURAN

:mmc SARANG BURUNG WALET

[ Jpiak rexiame

MASA PAJAK !
TAHUN PAJAK L

'PERI.NC[AN KETETAPAN PAJAK TERUTANG LEBIH BAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT ;

TERUTANG YANG DILAKUKAN

TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAM PAJAK TERUTANG UNTUK:

PAIAK PENERANGAN JALAN

E:]mumc MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN |

[ Jpaax PARKIR

DBE‘A PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

[ ipasac aimTanan

NO " KODE REKENING URAIAN PAJAK TERUTANG JUMLAH (Rp.)
JUMLAH PAJAK TERUTANG LEBIH BAYAR Rp.
JUMLAH SANKS! 1 BUNGA Rp. “ u
) 2 LAINNYA Rp. .
JUMUAH KESELURUHAN Rp. \
DENGAN HURUF
PERHATIAN : ‘ TANGGAL peccnsrnirssomsns e 20
1, ' HARAP PENYETCRAN DILAKUKAN PADA BANK NTB/
BENDAHARA PENERIMA/JURU PUNGUT 0, KEPALA BADAN PENGELOLAAN PERDAPATAN DAERAH
PEJABAT PENETAPAN
POTONG DISINI

TANDA TERIMA
NAMA
ALAMAT

TANGGAL TERIHMA
YANG MENERIMA




PRIHEZRINTAH KABUPNATEN LOMBON TENGAN
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

din: Bastlkl Rehmiat no. 04
Telp {0370) 654004;654088

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAN
KUBANG BAYAR

(SKPD-KB)

NO SERI

PRAYA KODE :»a‘s_ 83511

NAMA WAIB PAIAK

NOMOR s;oxox WAHD PAJAK mi’n_m {MPWRD)
ALAMIAT

NANMA PERUSAHARAN/BIDANG USAHA

UENIS KETETAPAN PAJAK TERUTANG KQWG'“‘H\R
(X} YANG TERUTANG

MASA PAJAK
TAHUN PAJAK

ve

3
.

BERDASARKAN HASIL PEMERIXSAAN PAJAK YANG DILAKUKAN DAN TERTUANG DALAM LAPORAN

HASIL PEMERIKSAAN NOMOR :

TERDAPAT KEKURANGAN PEMBAYARAN PAIAK TERUTANG UNTUK :

:E]max HOTEL
Dmgx RESTORAN

DFM:\K HIBURAN

[ _Irwiax sarane surunc wacer

ESPAJAK REKLAME

PAIAK PENERANGAN JALAN

_Dmmc MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

[ lproacransr

[C_Joea penouerian sak avas Tanar DAN BANGUNAN

Dv ASAK AIR TARAH

PERINCIAN KETETAPAN PAJAK TE‘RUTA_NG KURANG BAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

NG KODE REKENING URAIAN PAJAK TERUTANG JUMLAN (Rp.}
JUMLAH PAIAX TERUTANG KURANG EAYAR  |Rp.
TUNSLAH SANKS! 1 BUNGA 1Re.
. 2 LAINNYA Rp.
JUMLAH KESELURURAN Hp-
DENGAN HURUF
PERHATIAN : FENGEAL oriseisiormeeremioro s
1. "HARAP PENYETORAN DILAKUKAN PADA BANK NTB/ )
'BENDAHARA PENERIMA/JURU PUNGUT ! an KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PEIABAT PENETAPAN
[ —
POTONG DISINI _
TANGEAL TERIMA
TANDATERIMA YANG MENERIMA
NAMA
ALAMAT

TT0

f




